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MENTERI IGUANGAN *
AEPUBLI INDONEBIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KRUANGAN
-N-;i}MGR 181/PMK.011/2009

TENTANG
TARIF CUKAT HASIL TEMBAKAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTRRI KEUANGAN,

:'a. bahwa dalam ran;r_;lca ‘menuju sistem tarif cukai hasil tembakau jr&ng

sederhana, perlu kebijakan tarif cukai hasil temhaicau yang
berkesinambungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
_huruf a, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal .5 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tenmng Tarif Cukai Hasil

Tembakau;

: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukm (Lemharan

Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana .

telah ' diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4?55},

2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2{}[]'9

_ MEMUTUSKAN:
: PERATURAN MENTERI KEU.&NGAN TENT ANG TARIF CUKAI
HASIL TEMBAKAU
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan
1. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
2. Pengusalia Pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik.

e S
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3. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan
yang d:halu.t dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai,
tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang
digunakan dalam pembuatannya.

4. Sigaret Kretek Mesin yang selanjutnya disingkat SKM adalah sigax;et
yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau
bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatilan
jumlabnya yang dalam pembuatannya mulai ' dari pelintingan,
pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan
eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau
sebagian menggunakan mesin.

5. Sigaret Putih Mesin yang selanjutnya disingkat SPM adalah sigaret
yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih,
* kelembak, atau kemenyan yang dalam pembuatannya mulai dari
pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam ' kemasan
untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai,
seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin: :

6. Sigaret Kretek Tangan yang selanjutnya disingkat SKT adalah sigaret
yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau
bagiannya, baik asli maupun tfiruan tanpa memperhatikan
jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan,
pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan
pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.

7. Sigaret Kretek Tangan Filter yang selanjutnya disingkat SKTF adalah
. sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau
bagiannya, baik asli maupun lruan tanpa memperhatikan
jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan,
pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan
eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan
mesin. : ; . :
8. Sigaret Putih Tangan yang selanjutnya disingkat SPT adalah sigaret
yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih,
. kelembak, atau kemenyan yang dalam proses pembuatannya mulai . -
dari pelintingan, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan
eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan
mesin, | : ; ' :
9. Sigaret Putih Tangan Filter yang selanjutnya disingkat SPTF adalah
sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih,
kelembak, atau kemenyan yang daldm proses pembuatannya mulai
dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan
untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa

menggunakan mesin. -



10.

11.

12.
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Sigaret Kelembak -Menyan yang selanjutnya disebut KLM adalah
sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak
dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan
jumlahnya.

Cerutu yang selanjuinya disebut CRT adalah hasil Lembakau yang
dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atan tidalk, .

dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk

dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau. bahan
pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Rokok Daun atau Klobot yang selanjutnya disebut KLB adalah hasil
tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot),
atau . sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa
mengndahkan bahan - pengganti atau bahan pembanlu }rang

- digunakan dalam pembuatannya.

13.

14.

15:

16.

17,

18.

19,

Tembakau Iris yang selanjutnya disebut TIS adalah hasil fembakat_;l

'yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa

mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang
dlgunakan dalam pembuatannya.

Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang selanjutnya dismgkat'
HPTL adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain
yang disebut dalam angka 4 sampai dengan angka 13 yang dibuat
secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera
konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan
pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut
Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.

Importir Barang Kena Cukai berupa hasil tembakau yang selanjutnya
disebut Importir adalah orang pribadi atau badan hukum yang
memasukkan barang kena cukai berupa hasil tembakau ke dalam
daerah pabean.

Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram adalah rentang
harga jual eceran per batang atau gram atas masing-masing jenis
hasil tembakau produksi golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau

dan Importir yang ditetapkan Menteri.
Harga Transaksi Pasar adalah besaran ha_rga transaksi penjualan
yang terjadi pada tingkat konsumen akhir. '

Produksi Pabrik adalah produksi dari masing-masing jenis hasil
tembakau yang dihitung berdasarkan dokumen pemeuaimn pita

cukai.
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20. Batasan Jumlah Produksi Pabrik adalah batasan produksi dari
masing-masing jenis hasil tembakau yang dihitung berdasarkan
dokumen pemesanan pita cukai, dalam satu tahun talkwim sebelum
Tahun Anggaran berjalan.’ ~

. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Culai.

: Pe;abat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentii untuk melaksanakan
tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Cukai.

8[23’?-1"

BAB I
PENGGOLONGAN PENGUSAHA PABRIK

. _ Pasal 2 o
(1) Pengusaha Pabrik hasil tembakau dikelompakkan dalam golongan
pengusaha berdasarkan masing-masing jenis dan jumlah produksi
hasil tembakau, sesuai Batasan Jumlah Pmdgksi l_.'-'abrik sebagaimana

ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.
(2) Penyesuaian kenaikan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau -
waijib dilakukan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau pada saat
Produksi Pabrik dalam tahun takwim yang sedang berjalan telah

melampaui Batasan Jumlah Produksi Pabrik yang' berlaku bagi
golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau yang bersangkutan.,

(3) Dalam hal hasil produksi dalam satu tahun takwim kurang dari
Batasan Jumlah . Produksi Pabrik yang berlaku bagi golongan
Pengusaha Pabrik hasil tembakau, Pengusaha Pabrik hasil tembakau
dapat mengajukan permohonan untuk penurunan golongan

' Pengusaha Pabrik hasil tembakau kepada kepala Kantor.

(4) Permohonan untuk penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil
tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat. (3) diajukan paling
lambat bulan Januari tahun takwim berikutnya sebelum dokumen

. pemesanan pita cukai pertama kali diajukan.

{5] Atas permohonan untuk penurunan golopgan Pengusaha Pabrllc
hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala Kantor
menetapkan keputusan menerima atau menolak permohonan yang
bersanglkutan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari
terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

(6) Dalam hal permohonan untuk penurunan golongan Pengusaha
Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dikabulkan, kepala Kantor menerbitkan keputusan penurunan
golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau. -
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(7) Dalam hal permohonan untuk penurunan golongan Pengusaha
Pabrik hasil ternbakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, -
kepala Kantor memberikan surat dﬂngan menyebutkan alasan

penolakan.

(8) Penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan untuk satu tingkat:lebih
.rendah dari golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebelumnya.

BARB III
TARIF CUKAI
Pasal 3

(1) Tarif cukai hasil tembakau ditetapkan dengan menggunakan jumlah
- dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau.
(2) Penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dlmaksud pada
ayat (1) didasarkan:
a. golongan pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat -
(1); dan
b. Batasan Harga Jual Eceran per Bal:ang atau Gram yang dﬁ:etapkan
oleh Menteri.

Pasal 4

(1) Penetapan Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan tarif
cukai per batang atau gram setiap jenis hasil tembakau dari masing-
" masing golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau adalah
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri
Keuangan ini.
(2) Untuk dapat digolongkan dalam penetapan tarif cukai per batang
atau gram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenis
hasil tembakau ditentukan berdasarkan jenis, jumlah produksi, dan;
a. harga jual eceran yang tercantum daiamlpeﬁetapan tarif cukai
yang masih berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 203/PMEK.011/2008 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;-

b. harga jual eceran yang diberitahukan oleh Pengusaha Pabrik hasil
tembalan untuk hasil tembakau merek baru; atau

c. harga jual eceran yang mengalami kenaikan.
Pasal’5

Harga jual eceran sebagaimaria dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus
dalam kelipatan Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah).
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Pasal 6
Harga jual eceran merek baru dari Pengusaha Pabrik hasil tembakau

atau Importir tidak boleh lebih rendah dari harga jual eceran yang masih

berlaku atas merek hasil tembakau yang dimilikinya dalam satuan
batang atau gram untuk jenis hasil tembakau yang sama.

: Pasal 7 _
Tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 4 ayat

(2) masing-masing Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir
ditetapkan oleh kepala Kantor dengan menerbitkan keputusan mengenai

‘penetapan tarif cukai hasil tembakau.

Pasal 8

(1) Penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7, dinyatakan tidak berlaku, apabila selama lebih dari 6 (enam)
bulan berturut-turut Pengusaha Pabrﬂc hﬂﬁﬂ laembakau atau Importir

- yang bersangkutan: .
a. tidak pernah merealisasikan pemesanan pita cukainya dengan
menggunakan dokumen pemesanan pita cukai; atau
b. tidak pernah merealisasikan ekspor hasil tembakaunya dengan -
menggunakan dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena
cukai yang belum dilunasi n:ul-:am}ra dari pahrik hasil I‘:emhakau
untuk tujuan ekspor,

(2) Untuk dapat menggunakan kembali’ penntapan tarif cukai hasﬂ
tembakau yang dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir harus
mengajukan kembali permohonan mengenai penetapan tarif cukai
sesuai dengan ketentuan yang berlalku.

(3) Penggunaan kembali penetapan tarif cukai hasil termbakau yang
. dinyatakan tidak berlaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2),
berlaku ketentuan sebagai berikut:

a, tarif cukai hasil tembakau tidak bﬂl@h lehih rendah darl yang
pernah berlaku; dan

b. harga jual eceran ;,rang diberitahukan sekurang—-kurangnya sama
dengan harga ]ua] eceran yang p-emah berlaku. :

Pasal 9

(1) Penetapan kembali tarif cukai hasil tembakau atas suatu merek hasil
tembakau yang pernah ditetapkan namun sudah tidak berlaku,

harus memenuhi ketentuan sebagai berileut:
a. hanya dapat diajukan setelah 6 (enam) bulan herlumt—turut sejak
pemesanan pita cukai terakhir;
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b. tarif cukai hasil tembakau atas merek tersebut tidak boleh lebil
rendah dari penetapan tarif cukai hasﬂ tembakau yang terakhir;

dan

c. harga jual eceran yang diberitahukan sekurang—kurangn}}a sama

dengan harga jual eceran yang terakhir ditetapkan atau
diberitahukan. .

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

1)

huruf a, dalam hal suatu merek hasil tembalkau terkait dengan tindak
pidana di bidang cukai, penetapan kembali hanya dapat diajukan
setelah 2 (dua) tahun sejak keputusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 10

Dalam hal Harga Transaksi Pasar telah melampaui Batasan Harga
Jual Eceran per Batang atau Gram di atasnya, Pengusaha Pabrik hasil

- tembalkau atau Importir mengajukan penyesuaian tarif cukai,

2

@

)

Dalam hal Harga Transaksi Pasar atas suatu merek yang penetapan
tarif cukainya beracda pada posisi Batasan Harga Jual Eceran per
Batang atau Gram tertinggi pada masing-masing golongan
Pengusaha Pabrik hasil tembakau telah melampaui 5% (lima persen)
dari harga jual eceran yang berlaku atau harga yang tercantum
dalam pita cukai, Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir
wajib mengajukan permohonan penyesuaian kenaikan harga ]ual
eceran scbagai dasar perhitungan PPN hasil tembakau.

Apabila berdasarkan hasil pemantauan Pejabat Bea dan Cukai pada
wilayah dan dalam periode pemantauan tertentu kedapatan Harga
Transaksi Pasar telah melampaui Batasan Harga Jual Eceran per
Batang atau Gram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau
telah melampaui 5% (lima persen) dari harga jual eceran yang
berlaku atau harga yang tercantum dalam pita cukai sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Direktur Cukai atas nama Direktur Jenderal
memberitahukan hal tersebut kepada Pengusaha Pabrik hasil
tembakau atau Impurtjr yang hersangkutan dengan surat

pemberitahuan.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal
penerimaan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3). Pengusaha Pabrik hasil tembakau, Importir, atau kuasanya tidak

- memberikan sanggahan atau mengajukan permohonan, Direktur

Cukai atas nama Direktur Jenderal memberitahukan hal tersebut
kepada kepala Kantor untuk melakukan pmetapan penyesuaian tarif

cukai hasil tembakau.
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Pasal 11 :
Tasif cukai dan batasan harga jual eceran terendah per batang atau gram
untuk setiap jenis hasil tembakau yang diimpor adalah sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran JII Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 12 .
Pengusaha Pabrik hasil tembakiu atau Importir tidak. dapat
menurunkan harga jual eceran yang masih berlaku atﬂﬁ merek hasil
tembakau yang dimilikinya.

. BABIV .
KE'I'EN'] UAN LAIN LAIN DAN KETENTUAN PERHLIH&N
Pasal 13

Harga jual eceran per batang atau gram untuk setiap jenis hasil
tembakau untuk tujuan ekspor ditetapkan sama dengan harga jual
eceran per batang atau gram untuk setiap jenis hasil tembakau dari jenis
dan merek hasil tembakau yang sama, yang ditujukan untuk pemasaran

di dalam negeri.

Pasal 14

(1) Kepala Kantor wajib melakukan penagihan  atas kekurangan
perhitungan pembayaran cukai dan pungutan negara lainnya, yang
pelaksanaan pemungutannya dibebankan kepada D:rekmrat

Jenderal Bea dan Cukai, yang terjadi akibat: -
a. kenaikan golongan Pengusaha Pabrik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2); dan/atau , 3
b. penggolongan harga jual = eceran per batang atau gram
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(2). Atas kekurangan perhitungan pembayaran sebagaimana diﬁmksud_
pada ayat (1) tidak dikenai sanksi administrasi berupa denda. -

" Pasal 15

Terhadap Pengusaha Pabrik hasil tembakau yang Produksi Pabrlk
dalam tahun takwim 2010 telah melampaui Batasan Jumlah Produksi
Pabrik yang berlaku bagi golongan Pengusaha Pabrik hasil ternbakau
yang bersangkutan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Pengﬁﬁaha Pabrik hasil tembakau wajib melakukan' penyesuaian
golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau dan melakukan’

penyesuaian tarif cukai hasil tembakau;
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b. penyesuaian tarif cukai hasil lemhakall &Ehag&mlana dimaksud pada
huruf a, mulai berlaku setelah 6 (bulan) sejak tanggal keputusan
mengenai penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau
‘sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan tidak melebihi tahun

_ takwim 2010.
Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini:

kepala Kantor menetapkan kembali tarif cukai untuk masing-masing

tarif cukai yang masih berlaku berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan - Nomor 203/PMK.011/2008 tentang Tarif Cukai Hasil

Tembakau dan diberlakukan mulai i;mggal 1  Januari 2[]’1{]

. berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini;

b. penetapan tarif cukai oleh kepala Kantor berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 203/PMIC.011/2008 tentang Tarif Cukai
Hasil Tembakau masih berlaku sa:m]:lal dengan tanggal 31 Desember
2009.

a.

: . Pasal 17 _
Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Lampiran II
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dan Lampiran III
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, merupakan bagian yang tidak -
terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil
tembakau diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. :

_ Pasal 19 .
Pada saat Peraturan.Menteri Keuangan ini mulai berlalku, Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.011/2008 tentang Tanf Cukai Hasil

Tembakau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Pasal 20

Ketentuan mengenai Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram
dan tarif cukai per batang atau gram sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) dan ketentuan mengenai tarif cukai dan batasan harga
jual eceran terendah per batang atau gram untuk-setiap jenis hasil
tembakau yang diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mulai .
berlaku pada tanggal 1 Ianuan 2010.

Pasal 21

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. -
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Agar setiap orang mengetahtﬂnya memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Iakarta o
- padatanggal 16 November:2009
- MENTERI KEUANGAN,
o L eed.
Diundangkan di Jakarta . i - SRIMULYANIINDRAWATI
pada tanggal 16 November 2009
MENTER] HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA,

ttd.
PATRIALIS AKBAR

BEer NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 437 '
Salinan sesuai dengan aslinya,
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PEEATURAN MENTERI EKHUAMNGAN KNOMOR

18] /PMED]L /2009 TENTANG TARIF CUKAI
HASIL TEMBAKAU
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GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU

Pengusaha Pabrik

II.;IH‘ - - Batasan Jumlah Produksi Pabril.
LU Jonis Golongan ' '
I Lebih dari 2 milyar batang
y B SKM
I Tidak lebih dari 2 milyar batang
I Lebih dari 2 milyar batang
2. SPM v
I Tidak lebih dari 2 milyar batang
I Lebih dari 2 milyar batang
& | aeranaat > Lebih dari 500 juta brtang tetapi tidak lebih dari 2 milyar
batang
I Tidak lebih dari 500 juta batang
I Lebih dari 2 wilyar batang,
4. SKTF atau SPFTE ;
: u Tidak lebih dari 2 milyar batang
Tnlnpn :
5. TIS Golongan Tanpa batasan jumlah prudu?csi
Tanpa ; it :
6. KLM atau KLB Golo Tanpa batasan jumlah produksi
Tanpe
7. CRT Golongan | Tanpa batasan jumlah produksi
Tanpa ; ; : :
B, HFTL Golongan Tanpa batasan jumlah produksi
MENTERI KEUANGAN
. ttd.
SRI MULYANI INDRAWATT

Salinan sesuai dengan .n.ilm:.ri.







